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Penulisan Hukum Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan surat tandah bukti hak
ahli waris warga negara asing sebagai alas hukum bagi kedudukannya sebagai ahli waris dan klaim terhadap
harta peninggalan pewaris berkewarganegaraan indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum
kewarisan perdata, dan Penulisan Hukum Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif
dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang ndash; undangan yang terkait dengan
masal ah surat tanda bukti hak ahli waris dan pewarisan pada umumnya. Peraturan perundang ndash;
undangan yang dijadikan dasar adalah kitab undang - undang hukum perdata. Teknik pengumpulan data
dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan oleh penulis adal ah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik
yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasal ahan konkret yang dihadapi |alu menjabarkannya secara deskriptif. Melalui hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Pertama, surat tanda bukti hak ahli waris yang berlaku di Indonesia didasari oleh adanya
penggolongan penduduk. Kedua, bahwa keabsahan surat tanda bukti ahli waris yang digunakan oleh warga
negara asing sebaiknya dieksaminasi terlebih dahulu jika akan digunakan sebagai suatu apas hukum yang
sah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yah sah. Dan saran yaitu diperlukan pengaturan
yang lebih merinci dan komprehensif, perlu adanya pengawasan mengenai peraturan tersebuit.

...... The Writing of Law Thesisis aimed to find out how the validity of the certificate of proof of the right of
heirs of foreign nationals as the legal basis for his position as the heirs and claims to the heritage of
Indonesian citizenship, how the regulation of civil law inheritance law, and Legal Writing Thesis This
includes the type of doctrinal normative legal research using a statutory approach. The data used in the
writing of thislaw is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials,
and tertiary legal materials.Primary legal materials used in the form of legidation relating to the issue of
evidence of heirs and inheritance rightsin general. The legidlation on which the basisis based is the civil
code law. Data collection techniques in the writing of thislaw is the study of literature or document studies.
Data analysis technique used by the writer is the technique of interpretation syllogism done with qualitative,
in the form of technique used by drawing conclusion from a problem which is general to concrete problem
faced then describe it descriptively. Through the results of the study can be concluded that First, the
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certificate of heir rights applicable in Indonesiais based on the existence of population classification.
Secondly, that the validity of the certificate of heirs used by foreign nationals should be firstly exploited if it
will be used as alegal legal matter and declare that he she is alegitimate heir. And the suggestion that more
detailed and comprehensive arrangements are required, there should be oversight of the regulation.



